
PROVINSI PAPUA BARAT 

BUPATI SORONG SELATAN 


PERATURAN SUPATI SORONG SELATAN 

NOMOR: ·01. TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 


KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 


BUPATI SORONG SELATAN, 


Menimbang : a. 	 baIlwa dalam rangka pelaksanaan APllD Kabupaten Sotong Setatan secara berdaya 
guna dan berl1asil guna, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, 
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ; 

b. 	 bahwa untuk pelaksanaan AP8D Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Sorong Selatan 
pada huruf a, dipandang perlu menelapl<an Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD 
Kabupaten So!ong Setatan TaIlun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; 

Mengingat 1. 	 Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang DasM 1945 tentang Pemrintah Daemh Bemal< 
menetapka-> Pernturan DaefaII dan peraturan-peraruran lain untuk melksankan 
otonomi dan tugas pembantuan; 

2. 	 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1969 tenlang pembentukan Provinsi Otooomi Irian 
Barnt dan Kabupaten-l<abllpaten Otooomi di Propinsl Irian 8arat (Lembarnn Neg.,. 
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nornor 
29(7); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 8umi dan 8angunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republillindonesia Nornor 3312) sebagaimana telall diubah dangan Undang - undang 
Nomor 12 Tallun 1994 (Lembaran Negara Repub~k Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor3569); 

4. 	 Undang - undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang tenlang Pajak Daerah dan Ratribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Neg.,. Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Sea Perolehan Hak Alas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

6. 	 Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
8eroih dan 8ebas dari KONpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

7. 	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

B. 	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perllendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. 	 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Pernturan PeNndang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 
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10, 	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4400); 

11, 	Undang - undang Namar 25 Tahun 2004 tenlang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 104, Tambahan 
Lembaran Negarn Repuhlik Indonesia Noma, 4421); 

12, 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemenntahan Daerah (Lembara" 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomar 4437) sebegaimana telan diubah dengan Undang-Undang 
Namar 8 T ahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tenlang Perubahan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negarn Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

13. Undang-Undang Noma, 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anlara 
Pemelinlah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambanan lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 
4438); 

14, 	Undang-undang 20 Tahun 2001 !entang Pembinaan dan Pengawasan alas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulllik Indonesia Nomor 4090); 

15, 	Undang - undang Nomar 21 Tahun 2001 lenlang Oionomi Khusus bag; Provins; 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo(4151); 

16, Undang-Undang Noroor 26 Tal,"n 2002 tentaogPeffibantul<anKabupatenKeerom, 
Kaoupaten Sarong Salatan, Kabupalen Reja Ampa!, Kabupalen pegunungan Bintang, 
Kaoupalen Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupa!en Waropen, Kebupa!en Kaimana, 
Kabupaten Boven Digael, Kabupaten Meppi, Kabupa!en Asmat; KebupatenTeluk 
Bintuni dan KebupatenTelukWondama di Propinsi Papua (Tambahan Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 129): 

17, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Doorah (Lembarnn 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomer 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

18, Peraturan Pemerinlah Nomor 66 Tahun 2001 lenlang Rembu5i Daerah (Lembaran 
Negata Rep"bUk Indonesia Tab"n 2001 Namm 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indooesia Nomar 4139); 

1 R Peraturan Pemenntah Nomar 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 4502); 

20, P"",turan Pernerintah Nomer 24 Tabun 2005 tentaog Pinjaman Daerah (Lemba"", 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembarnn Negara 
Republlk Indonesia Nomar 4574); 

21. 	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembarnn 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

22 Peraturan Pemerinlah Nomer 56 Tahun 2005 lentang Sistem Inform..i Keuangan 
Daernh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4576); 

23 	Peralurnn Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Hornor 139, Tambahan Lembaran Negar.; Republik 
Indonesia Nomor 4577); 
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24, 	PeralUran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (entang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

25, 	PeralUran Pemerintah Namar 65 Tahun 2005 tentang Pedome" Penyusunan dan 
Penerapan Stander Pelayenan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomar 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585); 

26, 	PeralUran Peme!intah Nomar 8 T ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine~a 
Instansi Pemelintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21, 	Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pangedaan BaranglJasa 
Pemenntan; 

28. 	PeralUran Menteli Dalam Negeli Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Doorah; 

29, 	Peraturan Menteri Dalam Negeli Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Alas 
Peraluran Menten Dalam Nege,; Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30, 	Peraturan Mente'; Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

31. 	Peraturan Daerah Nomar 04 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Sorong Selatan 
Tahun Anggaran 2016 ; 

32, PeralUran Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Panjabaran APBD Kabupaten Sarong 
Selatan Tahun Anggaran 2016, 

33, Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Sarong Selatan sebagai Daerah Dtonom, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 

BAD I 
KETENTUAN UMUM 

P•••ll 
Dalam Peraturan Bupati inl yang dlmaksud dangan : 
(1), Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan ; 
(2), Pemerintah Doorah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagal 

Lembaga Eksekulif Daerall Kabuparen Sorong Sel.tan ; 
(3), Kepala Daerah adalah Bupati Sarong Selatan ; 
(4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjulnya disingkat DPRD, adalah Lambaga Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagal unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 
(5), Perangkat Dae!ah adalah SalUan Kerja Perangkat Daerah yang setanjutl1ya disingkal SKPD 

Pemenntah Daerah selaku Pengguna Anggaran I Pengguna Barang ; 
(6), Sekretaris Daerah adalah KoooJinator Pengelola Kauangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

KPKD; 
(7), Badan Pangawas Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Oaerah dlbidang Pengawasan ; 
(8), Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang - undang"" yang dibenluk oleh DPRD dengan 

parsetujuan bersama Kepala Daerah ; 
(9), Satuan Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya dislngkat SKPD adatah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah pada Pemenntah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Penguna Barang ; 
(10), SalUan Kefja Pengelola Keuangan Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat 

Daerah pada Pemerintai1 Daerah selaku Pengguna AnggaraniPengguna Barang ; 
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(11). 	 Organ;sas; adalah unsur Pemenntah Daerah yang Ierdin dan DPRD, Kopala DaerahlWakil Kopala 
Daerah dan Satuan Ke~a Perangkat Daerah ; 

(12). 	 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanju1nya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan 
Pengelola Keuangan Daerah yang selanjulnya disebut dengan Kapala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan Pengelola APBD dan bertindak sebaga; Bendahara Umum Daerah (BUD) ; 

(13). Bendahara Umum Daerah yang setenjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindal<. dalam 
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah ; 

(14). Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan lungsi SKPD yang dipimpinnya ; 

(15). 	 Pongg"na Barang adalah Pajabat Pemegang Kawonangan Pengguna Barang Milik Daerah; 
(16). 	 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat 

yang melaksanakan lungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD ; 
(17). 	 Pejabel Pelaiksana Tekeis Kegialan yang selanju1nya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unft ke~a 

SKPD yang melaksanakan sat" atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang 
tugasnya; 

(18). 	 Pengelola Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi Pereneanaan, 
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah; 

(19). 	 Keuangan Daerah adalah Semua Hak dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang dapal dinilai dengan uang lennasuk didalamnya segala bootuk kekayaan 
yang berhubungan denga" hak dan kewajiban daerah tersebut ; 

(20). 	 Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah yang selanjulnya disingkal APBD adalah suatu rencana 
Kwangan Tahunan Pemerintah Daernh yang d!bahas dan diseluju! be!sama oIeh Pemerintah 
Daerah dan DPRD dan Kopala Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

(21). 	 Pemegang Kekuasaan Pangelolaan Keuangan Daerah Kopala Daerah adalah yang karena 
jabatannya mempunya! Kewenangan Manyelenggarakan Keseluruhan Kouangan Daerah ; 

(22). 	 Unit Ke~a adalah Bagian dan SKPD yang melaksanakan suatu atau beberapa program; 
(23). 	 Rencana Kefja dan Anggaran SKPD yang asanjumya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen 

Perencanaan dan Penganggarnn yang beris! rencana pendapatan reocana belanja program dan 
kegiatan SKPD sarta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD ; 

(24). 	 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjulnya disingkal DPA-SKPD adalah dokumen 
yang memual Pendapalan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan oobagai dasar pelaksanaan 
a"ggara" oleh Pangsuno Anggaran ; 

(25). Sural Perintah Pencairan Dana yang salaniulIlya disingkai SP2D adalah Dokumen yang digunekan 
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitl<an olah BUD berdasafi<an SPM ; 

(26). KJne~a adalah keluaranlhasil dari kagiatanlprogram yang akan atau lelah dicapai sehubungan 
dangan Penggunaan Anggaran dongan iruanmas dan kualitas yang ternkur ; 

(27). Program adalah Penjabaran Kahijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lehih 
kegialan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasH yang Ierukur 
sesua'i dangan Mis! SKPD ; 

(28). Kegialan adalah Penjabaran dan Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unil ke~a pada 
SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran lerukur pada suatu program dan terdin dan 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), 
barang modal temasuk peralatan dan temologi, dana atau kombinasi daTi beberapa alau keoomua 
jenis sumber daya torsebut sebagai masukan (inpul) untuk menghasilkan keluaran (oulput) dalam 
bentuk barangljasa ; 

(29). Basaran (targel) adalah has!1 yang diharapkan dan suatu program atau kaluaran yang diharapkan 
dan suatu kegiatan ; 

(30). Keluaran (o!PUl) adalah barang~asa yang dihasilkan oleh kegialan yang dilaksanakan unluk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan ; 

(31). Has!1 (outcome) ad.lah segala "",,uatu mencenninkan bartungsinya kal"aran dan kegiatan ­
kegiatan dalam suatu program; 

(32). 	 Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerinlah Daerah danlatau hal< 
Pemerintah Daerah yang dapal dinila; dengan "ang sebagai akibe! pe~anjian alau akiba! lalnnya 
berdasafi<an peraturan perundang - undangan atau akibat lainnya yang sah ; 

(33). 	 Utang Daereh adalah jumlah uang yang wajib dibayar oieh Pemerintah Daerah dan/alau kewajiban 
Pemenntah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasai1<an peralllran perundang - undangan, 
pe~anjian, alau berdasafi<an sebab lainnya yang sah ; 
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(34). 	 Dana Cadangan adalah dana yang disisikan unluk menampung kebuluhan yang memenukan dana 
relati! besar yang tidak dapat dipenuhi dalam Salu Tahun Anggaran ; 

(35). 	 Investasi adalah Penggunaan Aset unluk memperoleh manlaat ekonomis seperti bunga. deviden. 
royalm. mantaat sosial danlatau mantaa! lainnya sehingga dapa! meningkatkan kemampuan 
Pemenntah Daernh dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat ; 

(36). 	 Anggaran Kas adalah Dokumen Pe!l<iraan arus kas masuk yang bersumber dart penenmaan dan 
peooraan arus kas keluar untuk mengalur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode ; 

(37). 	 Sural Penyediaan Dana yang selanjutnya dislngka! SPD adalah Dokumen yang menyatakan 
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebegai dasar peneobita" SPP ; 

(36). 	 Sura! Pennintaan Pembeyaran yang selanjutnya disingka! SPP adalah Dokumen yang dtterbitkan 
oIeh Jabatan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanlbendahara pengeluaran untuk 
mengajukan pennintaan pembeyaran ; 

(39). 	 Surat Pennintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP UP adalah 
Dakumen yang diajukan oIeh Bendahara Pengeluaran untuk pannin!aan uang muka karja yang 
bersifat pangisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dangan pembayaran langsung ; 

(40). 	 SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkal SPP GU adalah Dokumen yang diajukan 
oleh Bendahara Pengeluaran untuk penminlaan Penggantian Uang Persediaan yang lidak dapa! 
dilakukan dangan pembayaran langsung ; 

(41). SPP Tarnbahan Uang Parsediaan yang seJanjutnya disingkat SPP TV adalOO Dokumen yang 
diajukan oleM Bendahara Pengeluaran untuk pennintaan Tambahan Uang Persediaan guna 
melaksanakan k€!liatan SKPD yang bersttm mendesak dan tidak dapal digunakan untuk pembayaran 
langsung dafl uang persediaan ; 

(42). SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP lS adalah Dokumen yang dlaj"kan Sendahara 
Pengeluaran unluk pennintaan pambayaran langsung kapeda Pihak kaUga alas dasar pe~anjian 
kon~ak kerja atau surat pelintah karja lainnya dan pambayaran gajl dangan jumlah. penelima, 
peruntukan. dan waktu pembayaran tertentuyang dokumennya disiapkan oleh PPTK ; 

(43). 	 Sural Perinlah Membayar yang selanjutnya disingkat adalah dok"men yang digunakanldrrerbilkan 
oleh Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna Anggaran untuk menelMkan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD. 

(44). 	 Surat Perintah Membayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah Dokumen 
yang diterbilkan oleh Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna Anggar.m untuk menerbitkan SP2D alas 
beban - beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipafllunakan sebagai uang parsediaan un!uk 
mendanai kegiatan Operasional Kantor Sahad - had ; 

(45). 	 Sural Pelintah Membeyaran Ganli Uang Parsediaan yang seJanjutnya di"ngkat SPM-GU adalah 
Dokumen yang diterbillran oleh Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan 
SP2D a!as beben - beban pengeluaran DPA-SKPD yang danaoya dipefllunakan panggaoti UBng 
persediaan yang leiah dibelanjakan ; 

(46). 	 Surat Perintah Membayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah 
Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk menerbilkan 
SP2D alas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuh3l1 dananya melebihi dari jumlah balas 
pagu uang persediaan yang leiah diletapkan sesuai kelentuan ; 

(47). 	 Sura! Perintah Membayaran langsung yang selanjutnya disingka! SPM-lS adalah Dokumen yang 
diterbilkan oleh Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D alas 
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketlga ; 

(48). Sarang Milik Daerah adalah Samua Sarang yaog dibeli atau diparoleh alas beban APBD atau berasal 
dan perolehan lainnya yang sah ; 

(49). Kerugian Daerah adalOO Kekurangan uang. Sural Berharga dan Sarang yang oyata dan pas. 
jumlahnya sebegai akib.! perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ; 

(50). 	 Anggaran kinefja adalah AP8D yang dirancang oleh Pemenntan Daerah untuk mangevaluasi kinefja 
Saluan Keija POfangkat Daerah berdasa!l<an !nick ukur kinelja dan Standar Analisa Belania dan 
Biaya; 

(51). Belanja Modal adalah Belanja langsung yang digunakan untuk memebiayai kegialan inveslasi 
(menambah aset) ; 

(52). Belanja langsung adalah Belanja yang dipangaruhi secara langsung oleh adanya program atau 
k€!liatan; 

(53). Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung olen adanya 
program atau i<agiatan ; 
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(54). 	 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah Pengalihan Uang dari Pemerintah Daerah dengan 
kriteria : 
a. 	 Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti yang layak t"rjadi dalam 

transaksi pembalian dan penjualan ; 
b. 	 Tidak mengharapkan dibayar kemball dimasa yang akan datang seperti yang dlharapkan pada 

kegiatan inveslasi ; 
G. 	 Tidak mengharapkan adanya hasll pendapatan seperti layaknya yang dlharapkan pada kagiatan 

investasi. 
(55). 	 Pengeluaran Tldak Tersangka adalah Pengeluaran untuk Aktffitas yang lidak bisa diduga sebalumnya 

atau kejadian luar biasa seperti Benoana Alam, Benoana 80sial dan pengBluaran yang sangat 
dipertukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemenntah Daerah ; 

(56). 	 Pembiayaan adalah senap penerimaan Daerah yang pertu dibayar kembali danlatau pengeluaran 
yang akan dibayar kembali balk pada Tahun Anggaran yang barsangkutan maupun pada Tahun ­
lahun Anggaran barikumya ; 

(57). 	 Dana Perimbangan adalah Dana yang barsumbar dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah 
dalam rangk. pel.ks.naan Desentralisas; ; 

(58). Dana Cadangan Daerah adalah Dana yang disisikan untuk menampung keDutuhan yang 

memenukan dan. relatit cukup basar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran ; 


(59). Sisi Lebih Pemitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisi lebih realisasi 

penenmaan dan pengeluaran Anggaran selama satu periode Anggaran ; 

(60). 	 Sarang Milik Daerah adalah Semua Barang yang dlbali atau diperoleh alas baban APBD atau barasal 
dan pero\ehan I"ooya yang sah ; 

(61). 	 Proyek Tahun Jamak (Multi Years Project) adalah proyek ftsik yang merupak.n satu kesaruan dalam 
kontrak induk yang menyelesaikannyalpelaksanaannya memerlukan w.ktu lebih dan satu Tahun 
Anggaran; 

(62). 	 Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPDlUnit ke~a pada SKPD 
di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan Pelayanan kapada Masyarakat 
berupe penyediaan Barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntung.n, dan 
dalam mel.kukan kegiatannya didasarl<an pada prinsip efts;ensi dan produktilitas. 

BAB II 

STRUKTUR APBD 


Po••12 
Slruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Salatan Tahun Angga",n 2016 
terdiri dan: 

a. 	 Pendapatan; 
b. 	 Belanja; 
c. 	 Pembi.yaan; 

Po••13 
Pendapa!lJ1 sebegaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 2 ternin atas : 

a. 	 Pendapa!lJ1 Asli Daerah ; 
b. 	 Dana Perimbangan ; 
c. 	 Lain -lain Pendapatan yang Sah. 

P...14 
Belaoja sebagaimana dimal<sud dalam huruf b Pasal2 temio atas : 

1. 	 Belanja Tidak Langsung ; 
a. 	 Belanja pegawai ; 
b. 	 Belanja Bunga " 
c. 	 Belanja Subaidi ; 
d. 	 Belanja Hibah ; 
e. 	 Belanja Bentuan 80siai ; 
f. 	 Belanja Begl Hasil ; 
g. 	 Belaoja Bantuan Keungao ; 
h. 	 Belanja TIdakTerduga. 
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2" 	 Belanj. Langsung 

a,Belanja Pegawal ; 

b" Belanja Barang dan Jasa ; 

c, Belanja MOOal. 


PaulS 
Pamblayaa" sebagaimana dimaksud pada hUM CPasal 2 temiri dati ; 

a" Penenmaan Pamblaya"n
v" Pengei".,.n Pembiayaan 

BABm 
KEKUASAAII PEIIGELOLAAN KEUAIIGAN OAERAH 

Paul 6 

(1). Kepala Daerah selaku Kepala Pamerinlllh adalah f'emegang Kekuasaan Pengeloillan Keuangan 


Daemil dan mewakii f'emerinlah Doorah dalam kepemilikan Imkayaan Doorah yang dlpisahkan ; 

(2). 	 Pemegang Kslruasaan pengeloIaaIl Keuangan Daerah oobagaimana dlmaksud pad. aym (1) 

mempanyai kewenangan, I!llllipuli I!lllooilljlkan I<ebijaKlI/l tentang pelaksanaan APBD, ~ 
keb~al<en Ieolang PengeIoIaan Berang Daem/l, meneilljlkan Kuasa Pangguna Anggaran!Barang 
Oaemll, meootapkan Bendaharn Penenma danlaillu Beo<lahara Pengeluamn, menelapkan Pejabal 
yang bertugas melakukan pengeloIaaIl ulang dan piulang daemll, ~ Pejabal yang 
bert\lgaII _ ~ Berang mill!< Daem/l dan ~ Pej_ yang bert\lgaII 
mela1<ukan pengujan alas Illgihan dan memefinlllhkan pembeyaraIl sef1a ~ l'e!ai<eanaan 
Penalllwiahaan Keuangan Doorah. 

(3)" 	 Kepala Daemil selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Doora/1 melimpahkan se!lagian 
a1au seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penaillusahaan, pelaporao dan 
pertanggungjawaban, sef1a pengawasan Keuangan Daem/l kapad" Sekreta!is Daemil selak" 
Koo«linalDr Pengelola Keuangan Oaemll kepeda Kepaia SKPKO seIaku PPKD dan kepeda Kepaia 
SKPD seleku Pejabat Pangguna AnggaranJ!larang Oaemll, 

(4). Peiimpahan sebagalmana dimaksud pad. aym (3) dilelapllan dengan Kepujusan Bupad; 
(5). Pelimpahan se!lagaJmana pada "yat (4) pasal iIli harus diseriai dangan penandalanganan pakta 

inlllglitas oIeh kepala SKPD ; 
(6). Pekla Inlllgtitas merupalcan Iolmllmen Kepala SKPD d.iam melaksanakan pelaksanaan APBD 

OOSilai rencana dan IlIhapll/l S<lSIlai Tahun Mggaran ; 
(7). Benwk dan Model Nashah Paklll In!egritas se!lagal teriampir dalam peralurao ini yang roorupakan 

salo kesaluoo dan peralula/1 int 

Pasal7 

PEHGELOLAAII KEGIATAH SKPO 

(1), Kapala SKPD merupal<an Pejaba! Pengguna Mggaran dopa! mooYUSiln rencana teknis pelaksanaan 
APBO (kegiaJan) ; 

(2). Rencanasebag.iman. _tpad. ayat (1) pasol ini meliputi: 
a. 	 Moogangl<at Pejahat PelaI<eana Anggaran dl maslog - maslns SKPD yaitu Pelabal Pelaksana 

Kegiatan (PPKj, Pejabat Pelaksana Teknis Keglalan (kegiatan swakalola) dan Bend.ham 
Kegialeo ; 

b. 	 PPK mangajukan ReMan. kegialan oorupa jadwal pe/aksanaan, tempat pelaksanaan jumiah 
personil, jumlah biaya kepada Kopala SKPD (TOR Keglalan dan Rencena Umum Pengadaan 
Barong dan Jasa Pemennlah) ; 

c. 	 Berciasar\(an permohonan PPK, Kapala SKPD mengajukan SPP dan SPM kepada BPKAD yang 
selanjumya mongolu"rnan SP2D ; 

d. 	 Bag! SKPD Pengguna Jasa Pihal< Katiga harus roolampill<an KonlJ'llk, SPK, SPMK, Berila Acera 
Kemajuan Peke~aan, Profit Surat keterangan deli Pemerinlllh setempat dan surat lain 
sebagaimana naskah terlampir dalam peraturan ini yang merupalcan salah salu kesawan dan 
peraturan ini, 
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BABIV 
PENGELOlAAN KEGIATAN OLEH PIHAK KETIGA 

Pas.IS 
(1), Setiap keglalan Belanja APBD yang membutuhkan Plhak Keliga harus melalul proses pelelangan ; 
(2), Proses pelelangan sebegaimana dlmaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilakukan oleh sebuah 

panltia yang dite1apkan dangan Keputusan 8upeti ; 
(3), Tatacara dan Prosedur pelelangan panilia harus mengaeu kepada Peraturan Pemerinlah Namor 54 

Tahun 2010 lonlang Pengadaan Sarong dan Jasa PemeJinlah; 
(4), Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal inl mempunyal tugas : 

(1), Menyusun jadwal pelelangan; 
(2), Menghirnpun dan mengurnpul pang.lola APBD o\eh Piha. Ke\iga dan SKPD ; 
(3), Melakukan verilikasi berkas pihak keliga ; 
(4), Menelapkan pemenang tender kepada pihak keliga ; 

(5), Setelah menetapkan pemanang panilla pelelangan manyampaikan pemenang kepada SKPD untuk 
mambua! kantrak ke~a dengan pihak keliga ; 

(6), Kantrak sebegalmana dimaksud dalam ayat (4) pasal Inl harus ditandalanganl oleh kepala SKPD 
yang memuat nama dan identitas pemberi peke~aan dan penerima peke~aan, waktu pelaksanaan, 
basar pemblayaan; 

(7), Bentuk naskah kontrak sebegalmana tertampir dalam peraturan ini yang merupakan satu kesatuan ; 

BABV 
EVALUASI DAN MONITORING 

Pa•• 'S 
(1), Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan APBD tillakuka" dalam rangka mengukur sejaun mana 

penyerapan APBD aalam lahun anggaran be~alan ; 
(2), Evaluasl dan Monilorlng dilakukan 3kali dalam salu tahun APBD be~alan ; 
(3), Evaluasl dan Monttorlng dilakukan olen suatu tim yang dlbentuk berdasarnan Keputusan Bupaati ; 
(4), Tim sebegaimana dlmaksud dalam ayat (3) pasa! Inl melapOllmn hasil evaluasi dan monitoring 

kepada Bupan melalul Sekrelaris Doorah ; 
(5). Naskah Evaluasl dan Monitoring sebagal teriampir yang merupakan satu kesatuan dalam peraturan 

ini; 
(6), Dalam Evaluasl dan Monitoring temyata terdapal penyerapan, pelaksanaan kegialan tidak sesual 

dengan kontrak maka, diberikan somasl Kepala Satuan Kelja Perangkal Doorah ; 
(7), Somasi yang dlsampalkan maksimal 2 (dua) kali apabila tidak dl indahkan maka tim Evaluasi dan 

Monitoring malalul Bupati memutuskan Kontrak Kelja, 

BABVI 
PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

Posali0 
Pertanggungjawaban keu80gan APBD dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Kegiala" dan Kepala SKPD. 

P•••lll 
Pertanggungjawaban sebagalmana dlmaksud dalam pasal 10 Sab Ini mellputi : 
1, Mengumpulkan bukti belanja ; 
2, Kontrak dan SPK, SPMK, Berila Acara Pomenksaan bagl jasa plhak ketiga ; 
3, Menyiapkan BKU ; 
4, Menyiapkan SPP, SPM dan SP2D, 

P•••112 
Bukti sebegaimana dimaksud dalam pasal 10 Bab ini dllakukan pengesahan oleh Kepala SKPD untuk 
dlsampaikan kepada Bupatl melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 
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PHal13 

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dilakukan venfikasi oleh BPKAD. 

P.sa114 
Tala cara Verifikasi mengacu pada Peratu"'" Menten Keuangan RI Nomor 13 Tahun 2006 tenlang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

BABViI 

ATURAN PERALIHAN 


P...115 
1. 	 Hal - hal yang belum diatur datam Pernturao 8upati ini mengacu kepada Peraturan Menleri Keuangan 

RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Teknis PeogeIoIaan Keuangan Daerah; 
2. 	 Hal - hal yang menyangkut teknis pelaksanaan dalam Pernturan Bupati ini akan diator lebih lanjut 

dalam Keputusan 8upati. 

BAS VIII 
PENUTUP 

P •• aI16 
Pe",,"ran 8upati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan 8upati ini dalam Benta 
Daerah Kabupaten Sarong Selatan. 

: Teminabuan 

Diundangkan di Teminabuan 
Pada tanggal 
PIt. SEKRETARIS DAERAH 
KA8UPATEN SORONG SELATAN 

DANCE YULIAN FLASY,SE,M.Si 
NIP. 19630712 199610 1 001 

8ERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR: 
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